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Abstract - Information Systems Managemen Performance Orginal Regional Income and Level Of 
Independence Of Government of Ternate of  North Maluku Province This research aims to know the 
performance of financial management Local Revenues (PAD) using financial ratio in Ternate City 
budget based on the analysis of the System Information. Research variables to know the performance 
of the System Analysis of the regional financial management information and the level of 
independence of the Government of the City of Ternate. Data Analysis methods used in this research 
is the method of calculation of the ratio of the independence of the regional keuangn. This research is 
to evaluate directly against the data that consists of primary data and secondary data, covers Sisdur, 
Organizational Structure and the document is used, with how to approach on the stakeholders, 
especially parties that have an interest in the tax information system. The discussion of the results of 
this research also discussed about how the implementation of Information System performance of 
regional financial management, how the implementation of the Information System of the original 
regional income (SIMPADA) level as well as the independence of the Government of the City of 
Ternate budget year 2011-2015. Based on the analysis of the system information and the discussion 
of the yan gtelah outlined, the average responding to performance and financial independence of the 
city of Tenate level in the era of regional autonomy based on the analysis of the financial ratio is good. 
Seen from the level of the ratio of the regional financial independence Town Ternate is instructive 
because it has an average of 18,76%(<25%), the ratio of the effectiveness of the percentage averages 
of105,4% which means voting local revenues tend to be stable or very effective, the ratio of the 
efficiency of the City of Ternate percentage averages in providing the cost of incentives to gather 
maximum PAD, and the ratio of the activities of the Government of the City of Ternate. 
Key Words : The System, PAD management, the level of independence. 
 
Intisari - Sistem Informasi Pengelolaan Penghasilan Asli Daerah dan Tingkat Kemandirian 
Pemerintah  Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 
pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan Rasio Keuangan Pada 
APBD Kota Ternate Berdasarkan Analisis System Informasi. Variable penelitian untuk mengetahui 
kinerja Sistem Analisis Informasi pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah 
Daerah Kota Ternate. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian inia dalah Metode 
perhitungan rasio kemandirian keuangn daerah. Penelitian ini melakukan tinjauan langsung terhadap 
data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, meliputi Sisdur, Struktur Organisasi dan 
Dokumen yang digunakan, dengan cara melakukan pendekatan pada pihak yang terkait, khususnya 
pihak yang mempunyai kepentingan sistem informasi pajak tersebut.  Pembahasan hasil penelitian ini 
juga dibahas mengenai bagaimana Penerapan Sistem Informasi kinerja pengelolaan keuangan 
daerah, Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPADA) serta tingkat 
kemandirian Pemerintah Daerah Kota Ternate tahun anggaran 2011-2015. Berdasarkan hasil Analisis 
Sistem Informasi dan pembahasan yan gtelah diuraikan, rata-rata kinerja pengeloaan keuangan dan 
tingkat kemandirian daerah kota Tenate di era otonomi daerah berdasarkan analisis ratio keuangan 
adalah baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ternate bersifat instruktif 
karena memiliki rata-rata 18,76% (<25%), rasio efektivitas prosentase rata-ratanya sebesar105,4% 
yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, rasio efisiensi 
Kota Ternate prosentase rata-ratanya dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara 
maksimal, dan rasio aktivitas Pemerintah Kota Ternate. 
Kata Kunci : Sistem, Pengelolaan PAD, Tingkat Kemandirian. 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Era dan dinamika Informasi Teknologi di 
Indonesia saat ini mengarah pada integrasi 
secara menyeluruh serta khususnya pada 
bidang teknologi, strategi penguatan teknologi 
komunikasi dan informatika sudah seharusnya 
digunakan oleh pemerintah daerah Provinsi 
maupun Kabupaten/kota, terutama yang 
wilayah teritorialnya berupa pulau-pulau atau 
daratan dengan tingkat keterisolasinya tinggi, 
seperti di pulau Kalimantan, Maluku, Maluku 
Utara dan Papua. Karena untuk membangun 
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jalan  raya tentunya memerlukan biaya yang 
sangat besar dan waktu yang lama dengan 
penggunaan teknologi komunikasi dan 
informatika loncatan perubahan yang lebih 
cepat terutama untuk perubahan public dalam 
perijinan, dan administrasi, serta pemberian 
informasi, cukup banyak daerah yang sudah 
membangun TIK yang handal seperti 
digunakan Kabupaten malinau (Provinsi 
Kalimantan Utara) dapat dilakukan berbagai 
loncatan perubahan yang lebih cepat. 
Demikian pula dalam proses kebijakan 
maupun perencanaan pembangunan.  
Menurut UU No.32 Tahun 2005 untuk 
meningkatkan kemandirian dan mengarungi 
ketergantungan fiscal pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah 
terdapat dua aspek kinerja keuangan yang 
dituntut dan dibandingkan sebelum otonomi. 
Aspek pertama bahwa daerah diberi 
kewenagan dalam hal pembiayaan daerah 
dengan kekuatan utama pada kemampuan 
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) aspek 
kedua disisi  manajemen pengeluaran daerah 
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus 
lebih akuntabel dan transparan menuntut 
daerah agar lebih efisien dan efektif dalan 
pengeluaran daerah . Kedua aspek tersebut 
menuntut agar daerah lebih transparan, efisien 
dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua 
aspek tersebut dapat disebut sebagai 
reformasi pembiayaan atau Financing Reform. 
Untuk mencapai pembangunan suatu Negara 
diperlukan adanya pembiayaan dengan 
system pembagian keuangan yang adil, 
proporsional, demokratis,transparan dan 
efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh 
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) yang disusun  setiap tahun oleh 
Pemerinta daerah beserta satuan kerja guna 
memenuhi pelayanan public. 
Penting bagi pemerinta daerah untuk menaruh 
perhatianya yang lebih besar terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan 
keuangann daerah yang dilakukan secara 
ekonomis,efisien,dan efektif atau memenuhi 
prinsip  value for money serta partisipatif 
transparansi,akuntabilitas dan keadilan akan 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta 
kemandirian suatu daerah. Dengan demikian 
maka suatu daerah yang kinerja keuanganya 
dinyatakan baik berarti daerah tersebut 
memiliki kemampuan keuangan untuk 
membiayai pelaksanaan otonomi daerah. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka 
masalah penelitian ini dirumuskan sebagai 
berikut: Bagaimana kinerja pengelolaan 
keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dengan menggunakan Rasio Keuangan Pada 
APBD Kota Ternate Berdasarkan Analisis 
System Informasi. 
 
1.3. Batasan Variabel Penilitian 
Variable penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kinerja Sistem Analisis Informasi 
pengelolaan keuangan daerah dan tingkat 
kemandirian Pemerintah Daerah Kota Ternate. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kinerja pengelolaan keuangan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan 
Rasio Keuangan Pada APBD Kota Ternate 
Berdasarkan Analisis System Informasi. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis, penelitian ini menambah dan 
memperluas wawasan tentang 
pengelolaan keuangan daerah.  
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan 
masukan dalam meningkatkan kinerja 
pengelolaan keuangan Daerah, khususnya 
Kota Ternate.  
3. Sebagai rujukan dan daftar referensi bagi 
peneliti lain yang berhubungan dengan 
kinerja keuangan daerah. 
 
2. Metode Penelitian  
2.1. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data disesuaikan 
dengan metode pengumpulan data. 
Wawancara mendalam dengan menggunakan 
daftar  pertanyaan sesuai dengan pedoman 
wawancara yang telah dipersiapkan,  survei 
dokumen dan observasi dengan menggunakan 
daftar isian tentang jenis dokumen dan hal-hal 
yang akan diobservasi lainnya  Instrument 
Pengumpulan Data: 
 
2.2. Survei Dokumen 
Survei dokumen dilakukan untuk 
mengidentifikasikan dokumen yang 
berhubungan dengan Pengelolaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 
Pemerintah Daerah Kota Ternate Provinsi 
Maluku Utara. Dokumen yang di survei berupa 
dokumen pelaporan yang akan diukur dengan 
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ukuran sistem informasi dan analisis rasio 
peningkatan. 
 
2.3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam melakukan kajian kebutuhan Analisis 
sistem Informasi pengelolaan dan 
perhitunagan Rasio Peningkatan pada 
Pemerintah Daerah Kota Ternate Provinsi 
Maluku Utara adalah : Survei Dokumen, 
Prosedur Analisis dan Wawancara. 
 
2.4. Metode Analisis Data 
1. Jenis Data 
2. Data pajak yang selama ini dikelola oleh 
masing masing seksi yang terlibat 
langsung 
3. Jenis proses yang dilakukan pada masing 
masing seksi dengan formula yang telah 
ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 
4. Jenis laporan yang dihasilkan oleh 
system yang didasarkan pada peraturan 
yang telah ditentukan. 
 
2.5. Alur Penilitian 
 
Gambar 1. Alur Penilitian 
 
2.6. Tinjauan Pustaka 
Jurnal Romikayeni,Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 1993-2004 
Sebelas Maret Surakarta.25 Penelitian 
tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa 
dalam suatu peraturan daerah akan 
menghasilkan beberapa peraturan yang harus 
dilaksanakan oleh tiap wilayah suatu daerah 
maka diperlukan pengawasan dan 
keterbukaan mengenai pelaksanaan peraturan 
guna terciptanya keseimbangan tiap daerah 
untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam 
satu kota. 
Jurnal Heri Haryanto,“Analisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi pendapatan asli daerah 
(PAD) kabupaten sragen Penelitian 
menghasilkan beberapa poin yang 
mempengaruhi pendapatan asli daerah serta 
pemerataan bantuan ke setiap daerah guna 
meningkatkan kesejahteraan daerah masing-
masing. 
Jurnal Abdullah, “Analisis Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Pidie”, Banda Aceh.27 
Penelitian tersebut menghasilkan beberapa 
kesimpulan yakni terdapatnya beberapa faktor 
dalam pengembangan pendapatan asli daerah 
yakni dengan mengacu pada potensi suatu 
daerah dan diimbangi dengan peraturan 
daerah guna melindungi aspek-aspek yang 
menjadi faktor pengembangan 
Adapun  tahap-tahap  perancangan  sistem  
informasi  manajemen  aset yang dilakukan 
oleh Riyadi Purwanto (2011) adalah sebagai 
berikut: 
1. Tahap planning. 
Tahap  planning  mencakup  dua  langkah  
yaitu  feasibility  dan  sistem investigasi 
melalui observasi dan wawancara. 
2. Tahap analisis dan requirement. 
Tahap ini terdiri dari tiga langkah yaitu 
analisis informasi, analisis user, dan 
analisis teknologi. 
3. Tahap design. 
Tahap  design  terdiri  dari  dua  langkah  
yaitu  model  development  dan database 
design. 
4. Tahap implementation. 
Hasil dari tahap implementasi ini berupa 
prototyping software. Nataniel Dengen dan 
Heliza Rahmania Hatta (2009) melakukan 
perancangan sistem informasi terpadu 
Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Sistem 
yang didesain oleh mereka adalah Website 
Pemerintah Daerah, Sistem Informasi 
Manajemen Akuntansi dan Keuangan Daerah 
(SAKD), Aplikasi Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah (ASP2D), Sistem 
Informasi Manajemen Pendapatan Daerah 
(SIMPATDA), Sistem Informasi Manajemen 
Kas Daerah (SIMKASDA), Sistem Informasi 
Manajemen Kependudukan (SISDUK), Sistem 
Informasi manajemen Pelayanan  Satu  Atap  
(SIMTAP), Sistem  Informasi  manajemen  
Aset  dan Pendapatan Daerah (SIMASET), 
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Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 
(SIMPEG), dan Sistem Informasi Manajemen 
Eksekutif Daerah (SIEDA).Teknik penelitian 
yang digunakan oleh Nataniel Dengen dan 
Heliza Rahmania Hatta  adalah dengan 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, 
kemudian data-data tersebut dikelompokkan 
menjadi beberapa subsistem dengan 
menggunakan konsep dasar basis data. Dari 
konsep dasar basis data ini kemudian dibuat 
rancangan sistem dengan menggunakan   
Data Flow Diagram (DFD) untuk membentuk 
sebuah jaringan sistem yang terpadu 
 
2.7. Landasan Teori 
Informasi 
Informasi adalah data yang telah diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 
penerimanya dan bermanfaat dalam 
mengambil keputusan saat ini atau mendatang 
(Gordon B. Davis, p28) 
Informasi adalah suatu hasil dari 
kebijaksanaan analisis, manipulasi dan 
penyajian data dalam sebuah kondisi yang 
akan meningkatkan proses pengambilan 
keputusan. (Larry Long, p10) 
 
Pengertian Analisis Sistem 
Analisis sistem adalah penguraian dari suatu 
sistem yang utuh ke dalam bagian bagian 
komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan- permasalahan, kesempatan 
kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi 
dan kebutuhan- kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan 
(Jogiyanto. HM. P129). 
 
Pengertian Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah kumpulan orang / 
mesin dari komponen komponen yang 
berinteraksi untuk mendukung operasi, 
manajemen, dan kebutuhan-kebutuhan 
informasi untuk pengambilan kebutuhan-
kebutuhan informasi untuk pengambilan 
keputusan dari organisasi. (Whitten, Bentley 
dan Ho, p40) 
 
Sistem Informasi Manajemen 
SIM adalah kumpulan dari manusia dan 
sumberdaya modal didalam suatu organisasi 
yang bertanggung jawab mengumpulkan dan 
mengolah data untuk menghasilkan informasi 
yang berguna untuk semua tingkatan 
manajemen didalam kegiatan perancanaan 
dan pengendalian. (Barry E. Cushing p.8) 
SIM adalah kumpulan dari interaksi-interaksi 
sistem-sistem informasi yang menyediakan 
informasi baik untuk kebutuhan manajerial 
maupun untuk kebutuhan operasi (George M. 
Scott. P66). 
SIM adalah kumpulan dari berbagai sistem 
yang membantu dalam proses menajemen, 
operasional dan  kontrol  dalam  menyediakan  
informasi  yang  akan  digunakan  oleh  para  
manager  untuk mengambil keputusan. 
 
Perancangan / Desain Sistem 
Perancangan / Desain sistem dapat 
didefinisikan sebagai penggambaran, 
perencanaan dan pembuatan sketsa atau 
pengurutan dari beberapa elemen terpisah 
kedalam suatu kesatuan yang utuh dan 
berfungsi. (john Burch & Garry Grudnitski. 
P461) 
Perancangan / Desain Ssitem menentukan 
bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan 
apa yang mesti harus dilakukan, tahap ini 
menyangkut menkonfigurasikan dari 
komponen-komponen perangkat lunak dan 
perangkat keras dari suatu sistem sehingga 
setelah intallasi dari sistem akan benar-benar 
memuaskan rancang bangun yang telah 
ditetapkan pada tahap akhir analisa sistem 
(George M. Scott. P518). 
Desain sistem dapat diartikan sebagai berikut : 
a. Tahap setelah analisis dari siklus 
pengembangan system 
b. Pendefinisian dari kebutuhan kebutuhan 
fungsional 
c. Persiapan untuk rancang bangun 
implementasi 
d. Menggambarkan bagaimana suatu sistem 
dibentuk 
e. Bentuk gambaran dapat berupa 
perncanaan dan pembuatan sketsa atau 
pengaturan dan beberapa elemen yang 
terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh 
dan berfungsi 
f. Termasuk menyangkut menkonfigurasikan 
komponen perangkat lunak dan perangkat 
keras dari suatu system 
 
Gambaran umum Objek Penilitian 
Objek Penelitian Secara umum objek dalam 
penelitian ini adalah Laporan Realisasi 
Anggaran APBD Pemerintah Kota Ternate dan 
secara spesifik adalah data tentang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta biaya-
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Pemerintah (DAK, DAU & DBH )  
Kota Ternate Tahun Anggaran 2011-2015 
 
Tahu
n 
Anggar
an 
PAD 
(Rp) 
BantuanPe
merintah 
Pusat (Rp) 
Hasil
(%) 
Ketera
ngan 
201
1
87.115
734 7
507.367.
762 441
17,17 INSTRU
KTIF
201
2
83.403
547 5
579.412.
291 881
14,39 INSTRU
KTIF
201
3
92.476
383 1
599.009.
597 671
15,43 INSTRU
KTIF
201
4
113.49
0 265 8
626.023.
144 999
18,12 INSTRU
KTIF
201
5
185.81
8 563 9
646.871.
523 364
28,72 KONSUL
TATIF
Sumber : Data diperoleh dari Dinas 
Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Kota Ternate dan BPKAD Kota Ternate 
(diolah) 
 
Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian 
keuangan diatas bahwa kemampuan 
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat pada tahun 
anggaran 2011 s/d 2015 masih cukup rendah 
rata-rata 18,76% kurang dari 50%, yaitu pada 
tahun 2011 sebesar 17,17%, pada tahun 2012 
sebesar 14,39%, tahun 2013 sebesar 15,43%, 
tahun 2014 sebesar 18,12% dan tahun 2015 
sebesar 28,72%. Kinerja pengelolaan 
keuangan kota T e r n a t e  kurang  baik  
meskipun pada tahun 2013 rasio kemandirian 
keuangan mengalami kenaikan kembali dari 
14,39% menjadi 15,43% atau 1,04% dari 
tahun 2011, namun pada tahun 2014 rasio 
kemandirian keuangan mengalami kenaikan 
dari 18,12% pada tahun 2014 menjadi 28,72% 
pada tahun 2015. 
Kenaikan rasio kemandirian keuangan pada 
tahun 2014 disebabkan karena turunnya 
realisasi atas pendapatan non PAD pada 
tahun 2015 seperti darihasil bukan 
pajak/sumberdaya alam dari sector iuran hak 
pengusahaan hutan yang pada tahun 2010 
terealisasi sebesar Rp 438.342.980,00 sedang 
pada tahun 2015 terealisasi hanya Rp 
288.392.730,00 dan pertambangan minyak 
bumi pada tahun 2014 terealisasi 
Rp3.584.920.111,00 turun menjadi Rp 
1.858.366.537,00 pada tahun 2015. 
Meningkatnya rasio kemandirian keuangan 
pada tahun 2014 hingga tahun 2015 
disebabkan karena adanya peningkatan dari 
pendapatannonPAD yaitu karena 
meningkatnya pendapatan dari DAK karena 
adanya DAK non reboisasi seperti DAK bidang 
jalan, DAK airbersih, DAK lingkungan hidup 
dan DAK pertanian. 
 
Rasio Efisiensi 
Rasio efisien adalah rasio  yang  
menggambarkan perbandingan antara 
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh pendapatan dengan realisasi 
pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio 
efisien,maka semakin efisien, begitu pula 
sebaliknya. Kemampuan daerah dalam 
menjalankan tugas dalam menjalankan tugas 
dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai 
minimal1 (satu) atau100 persen. 
 
Menghitung rasio 
EfisiensiberdasarkanAPBD 
 
 
 
 
Dari perhitungan rasio efisiensi dapat dilihat 
bahwa efisien sipengelolaan keuangan daerah 
Kota Ternate dimana pemerintah memberikan 
dana insenti funtuk merealisasikan PAD secara 
maksimal sehingga mampu melakukan 
pelaksanaan anggarannya daerahnya 
baik/efisien meskipun terlihat rasio efisiensi 
Kota Ternate setiap tahun mengalami 
peningkatan. Seperti pada tahun 2011 sebesar 
1,79%, tahun 2012 sebesar 4,15%, pada tahun 
2013 sebesar 4,54%, pada tahun 2014 dan 
tahun 2015  rasio  efisiensi mengalami 
peningkatan yang  cukupi signifikan yaitu 
sebesar 5,10 pada tahun 2015 dan 8,92% 
pada tahun 2014. Dikarenakan pada tahun 
2015 dan tahun 2015 Pemerintah Kota Ternate 
menambah anggaran dialokasikan untuk biaya 
insentif yaitu pada pos retribusi daerah. Secara 
keseluruhan rasio efisiensi Kota ternate kan 
pendapatan asli daerahnya (PAD) secara 
maksimal. 
 
3.6. Rasio Aktivitas 
 
Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana 
pemerintah daerah dalam memprioritaskan 
alokasi dan penggunaanya pada belanja rutin 
atau pada belanja pembangunan secara 
optimal. Rasio aktifitas dihitung sebagai 
berikut: 
 
Menghitungan rasio Aktivitas terdiridari 
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Dari perhitungan rasio aktivitas terlihat bahwa 
sebagian besar dana di alokasikan untuk 
belanja rutin sehingga rasio aktivitas terhadap 
APBD masih sangat rendah Dimana selama 
kurun waktu5 tahun yaitu pada 
tahun2011s/d2015 rata-rata rasio aktivitas 
belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan 
rasio aktivitas belanja pembangunan yaitu 
sebesar 76,8% untuk rasio aktivitas belanja 
rutin, sedangkan rata-rata rasio aktivitas 
belanja pembangunan hanya sebesar 22,2%. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Pemerintah Kota Ternate lebih 
memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin 
dibandingkan untuk belanja pembangunan. 
Sehingga diperlukan minimalisasi anggaran 
guna dialokasikan untuk belanja 
modal/pemabungan untuk kepentingan 
masyarakat. 
 
3.7. Rasio Pertumbuhan 
Rasio pertumbuhan menunjukan seberapa 
besar kemampuan pemerintah daerah dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
keberhasilannya yang telah dicapai dari 
periode ke periode. 
 
3.8. Menghitung rasio Pertumbuhan 
terdiri dari 
Presentase Pertumbuhan Belanja 
Pembangunan =  
஻௟௝ ௉௘௠௕ି஻௟௝ିଵ
஻௟௝ ௉௘௠௕ ்௔௛௨௡௔௡ ௉ିଵ
  X 100% 
 
  
 
 
 
Pertumbuhan APBD Kota Ternate tahun 
anggaran 2011s/d2015 menunjukkan 
pertumbuhan positif terutama pertumbuhan  
PAD mengalami peningkatan meskipun pada 
tahun 2012 sempat mengalami penurunan 
sebesar-4,2% dikarenakan pada tahun 2012 
Pemerintah Kota Ternate tidak mampume 
realisasikan pendapatan asli daerahnya (PAD) 
secara maksimal akibat beberapa pos PAD 
yang tidak dapat ber kontribusi secara 
maksimal ditahun 2012. 
Namun di tahun-tahun selanjutnya rasio 
pertumbuhan PAD Kota Ternate mengalami 
peningkatan kembali. Pertumbuhan 
pendapatan Kota Ternate ber fluktuatif 
dimana mengalami penurunan rasio 
pertumbuhan dari tahun 2011s/d  2013 yaitu  
dari 18,04% pada tahun 2011 turun  menjadi 
10,28% pada tahun 2013. Kemudian naik 
pada tahun 2014 sebesar 23,71% kemudian 
turun kembali sebesar 11,57%. Selain 
pendapatan, pertumbuhan belanja pemerintah 
Kota Ternate yang terdiri dari belanja rutin 
dan belanja pembangunan juga mengalami 
pertumbuhan. Dimana pada tahun 2012 rasio 
pertumbuhan belanja rutin lebihtinggi yaitu 
sebesar 15,80% dimana pada tahun 
sebelumnya hanya sebesar 9,48% pada tahun 
2011. Kemudian mengalami penurunan pada 
tahun 2013 sebesar 8,92%. Selanjutnya pada 
tahun2014  dan tahun 2015 mengalami 
kenaikan  yang signifikan yaitu sebesar 
16,12% pada tahun 2014 dan pada tahun 
2015 naik sebesar 30,95%. Hal tersebut 
disebabkan karena semua pos-pos belanja 
rutin seperti belanja administrasi  umum,  
belanja bagi hasil,dan bantuan keuangan 
serta belanja tidak disangka mengalami 
kenaikan akibat pertumbuhan belanja 
pembangunan yang menurun. Kesimpulannya 
bahwa rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan 
keuangan Kota Ternatebaik karena 
Pemerintah Kota Ternate mampu 
meningkatkan pertumbuhan PAD dan 
pemerintah Kota Ternate mampu 
meningkatkan  pendapatan  daerahnya. 
Namun Pemerintah Kota Ternate memiliki  
rasio pertumbuhan  rasio belanja yang kurang 
baik  dikarenakan  Pemerintah Kota 
Ternatemasik memprioritaskan belanjanya 
untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja 
pembangunan. 
 
4.1. Analisis Hasil 
Keseluruhan hubungan kinerja keuangan 
daerah Pemerintah KotaTernate dengan 
beberapa variabel seperti tingkat kemandirian 
daerah memiliki hubungan yang instruktif 
dikarenakan tingkat rasio kemandirian 
keuangan daerahnya memiliki rata-rata18, 
76% namun demikian Pemerintah Kota 
Ternate masih bias d ikatakan berusaha untuk   
mandiri terlihat dari meningkat setiap 
tahunnya. Selain berusaha untuk mandiri 
Pemerintah Kota Ternate sangat efektif dalam 
merealisasikan pendapatan asli daerahnya 
terlihat dari rata-rata rasio efektifnya sebesar 
105, 4%. Selain efektif kinerja pengelolaan 
keuangan daerah dan tingkat kemandirian 
daerah Pemerintah Kota Ternate efisien 
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dalam memberikan anggaran yang 
dialokasikan untuk biaya intensif untuk 
memungut pendapatan asli daerahnya secara 
maksimal  terlihat dari  rata-rata rasio 
efisiensinya sebesar 4,89%. Namun 
Pemerintah Kota Ternate masih 
memprioritaskan anggaran belanjanya untuk 
belanja rutin dibandingkan untuk belanja 
pembangunan dimana rata rata rasio aktivitas 
belanja rutin sebesar 76,8% yang lebih besar 
dibandingkan rata-rata rasio aktivitas belanja 
pembangunan yang hanya sebesar 22,2%. 
Selanjutnya rasio pertumbuhan Kota Ternate 
memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah 
yang baik pada pertumbuhan PAD, 
pendapatan daerah dan belanja rutin terbukti 
dari rasio pertumbuhan yang mengalami trend 
positif,sedangkan kinerja pengelolaan 
keuangan daerah untuk pembiayaan belanja 
pembangunan masih sangat rendah karena 
rasio pertumbuhannya mengalami tren negatif. 
Maka Pemerintah KotaTernate diharapkan 
dapat meminimalisasikan an anggaran 
daerahnya untuk belanja rutin, dan 
mengalokasikannya untuk belanja 
pembangunan agar kesejahteraan masyarakat 
dapat terjamin dengan tersedianya sarana dan 
prasarana ekonomi. 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil Analisis Sistem Informasi 
dan pembahasan yan gtelah diuraikan, rata-
rata kinerja pengeloaan keuangan dan tingkat 
kemandirian daerah kota Tenate di era 
otonomi daerah berdasarkan analisis ratio 
keuangan adalah baik. Terlihat dari tingkat 
rasio kemandirian keuangan daerah Kota 
Ternate bersifat instruktif karena memiliki rata-
rata 18,76%(<25%), rasio efektivitas 
prosentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang 
berarti pemungutan pendapatan asli daerah 
cenderung stabil atau sangat efektif, rasio 
efisiensi Kota Ternate prosentase rata-ratanya 
dalam memberikan biaya insentif untuk 
memungut PAD secara maksimal, dan rasio 
aktivitas Pemerintah Kota Ternate 
dieraotonomi daerah menunjukkan 
pemerintah masih memprioritaskan belanja 
daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan 
untuk belanja pembangunan, serta rasio 
pertumbuhan Kota Ternate menunjukkan 
bahwa Pemerintah Kota Ternate mampu 
mempertahankan kinerjanya dalam mengelola 
keuangan daerahnya terlihat dari rasio 
pertumbuhan yang mengalami trend positif ( 
PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada 
juga yang mengalami trend negative (Belanja 
Daerah). 
 
5.2. Saran 
1. Pemerintah Kota Ternate harus 
mengurangi ketergantungan kepada 
pemerintah pusat yaitu dengan 
mengoptimalkan potensi sumber 
pendapatan yang adaa tau dengan 
meminta wewenangan yang lebihluas 
untuk  mengelola sumber pendapatan lain  
yang masih dikuasi oleh Pemerintah Pusat 
/Propinsi untuk meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerahnya (PAD). 
2. Diharapkan Pemerintah Kota Ternate 
mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Kota Ternate dengan 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia baik aparatur daerah maupun 
masyarakat melalui memingkatkan 
pembiayaan untuk menyediakan sarana 
dan prasarana yang menunjang 
kesejahteraan masyarakat serta diimbangi 
dengan perluasan lapangan kerja seperti 
merevitaslisai pertanian,meningkatkan 
kompetensi tenaga kerja, meningkatkan 
produktivitas dan askses UKM kepada 
daya produktif, dan meningkatkan 
ketahanan pangan agar pendapatan 
masyarakat Kota Ternate meningkat 
sehingga retribusi dan pajak yang dibayar 
masyarakat juga akan meningkat 
3. Pemerintah Kota Ternate perlu 
meningkatkan pembangunann serta 
penyediaan sarana dan prasarana umum 
untuk meningkatkan kegiatan 
perekonomian masyarakat Kota Ternate 
dan untuk menarik investor. Dimana 
pemerintah juga harus selektif dalam 
melakukan pembangunan yang 
didasarkan atas skala prioritas dan 
efisiensi. 
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